PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : G TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu

Mengingat

usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha
perdagangan sektor informal perlu dilakukan

pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan
usahanya;

b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan
dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan
non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dan
pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga
lainnya untuk penguatan ekonomi di Kota Magelang;

c. bahwa usaha mikro dan kecil di Kota Magelang dianggap
perlu diberikan legalitas hukum izin usaha dalam bentuk
satu lembar untuk memperkuat dan mengembangkan
usahanya dalam mendapatkan kepastian dan
perlindungan dalam berusaha;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pemberian
Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Magelang,.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45);

Un;lang-Und:mg Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perindustrian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 123) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Mageclang (Lembaran Dacrah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok
Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang
Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil;

Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota
Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang
Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota
Magelang Tahun 2015 Nomor 29);
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MEMUTUSKAN :

Mcnetapkan @ PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN

PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA
MAGELANG
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2

10.

11,
12,

13.

Dacrah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Magelang.

Dinas adalah Dinas yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota
Magelang.

Camat adalah Camat di Kota Magelang.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan wusaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenubhi kriteria
Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun
2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.

Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang
berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha
Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan
diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan [UMK adalah
tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu
dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah
orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil
yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku
Usaha Mikro, Kecil, Menengah dengan Usaha Besar
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BAB 11
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini melingti meres
pemberian TUMK bagi PUMK, 1 Walikota ini meliputi pengaturan
Pasal 3

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah:
a. prosedur sederhana, mudah dan cepat;

b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan tata cara pemberian IUMK adalah:

a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yan
telah ditetapkan; !

b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;

c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan
bank dan non-bank; dan

d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB Il
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK di
wilayahnya melalui lurah.

(2) Pendataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan:
a. identitas pelaku usaha mikro dan kecil; o
b. lokasi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di wilayah kecamatan;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha,;
e. besarnya modal usaha. . e

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksggqu;dabﬁﬁz;; ti l)ccilllsllat\;\mé k;:;g;?
ELC;?HF:;:: tlki?:tei?tl));g,l 1nl§§ali11;llg::?1’kcbcrsillall lingkm?gnn dan sesuai
dengan Pc;'aturan Dacrah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
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Pasal 6

(1) PUMK melakukan pendaftaran ITUMK kepada Camat,

(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada
Camat.

(3) Tata cara pendafltaran TUMK sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) meliputi:
a. permohonan ITUMK;
b. pemeriksaan TUMK;
c. pemberian ITUMK; dan
d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 7

(1) PUMK mengajukan permohonan IUMK scbagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (3) huruf a kepada Camat.

(2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
b. kartu tanda penduduk;

c. kartu Keluarga;

d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
e. mengisi formulir yang memuat tentang:
1. nama;
. nomor kartu tanda penduduk (KTP);
. nomor telepon;
. alamat;
. kegiatan usaha;

91 I S ¢V I V)

6. sarana usaha yang digunakan;
7.jumlah modal usaha.

f. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup (SPPL) bagi PUMK yang jenis usahanya mempunyai
dampak lingkungan.

(3) Format naskah permohonan IUMK scbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
huruf e tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Format naskah SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini,

Pasal 8

(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran TUMK.

(2) Berkas pendaftaran ITUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar
pemberian JUMK.,

(3) Dalam hal berkas pendaltaran ITUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat
mengembalikan berkas agar dilengkapi.

(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada
PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat
permohonan pendaltaran.
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Pasal 9

(1) Camat memberikan [UMK dalam bentuk naskah satu lembar.

i IUMK sebagaij i
(2) Pemberian agaimana dimaksud pada ayat (1) berdasark
pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camr{t. W S

(3) UMK dltCl'bltk'aﬂ paling lambat 1 (satu) hari kerja scjak tanggal
penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

(4) Pemberian TUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya
retribusi, dan/atau pungutan lainnya. ’

Pasal 10

(1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1)
mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. kop Surat.

nama lzin.

nomor surat.

dasar hukum

detail pemohon, terdiri dari:

nama

nomor kartu tanda penduduk (KTP)

nama Usaha

alamat

nomor Telepon

nomor pokok wajib pajak (NPWP)
7. Bentuk usaha

f. Tanda tangan Camat.

(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menggunakan perizinan secara elektronik.

(3) Format naskah IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

°® a0 g

O U s N~

Pasal 11

(1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf d. _
(2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila pemegang [IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

PUMK mempunyai hak :

a. melakukan kegiatan usaha . '
b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan

kegiatan usaha
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c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdavaan dari
pemcnntah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainr?ya. ! o

d. mendapatkan kemudahan dalam akses bi
bank dan non-bank. pembiayaan ke lembaga keuangan,

Pasal 13
PUMK mempunyai kewajiban :
a. mematuhi ketentuan perundang-undangan
b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 14
PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal.

b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan ecvaluasi terhadap
pemberian IUMK di wilayahnya.

(2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian [UMK

(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

(1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Walikota.
(2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemberian ITUMK kepada Gubernur.

BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

(1) Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kegiatan pemberian [IUMK.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemberian IUMK di wilayahnya.
Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan meliputi:
a. pendataan

b. fasilitasi akses permodalan

€. penguatan kelembagaan
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d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis
- mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Biaya pclz}lcsanaan pemberian ITUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tdnggal 1§ Februari acle

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1g Februan adb

SEKRETARI
KOTA MAY¢

,/
SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR ¥
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LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 5 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN I1ZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA
MAGELANG

PERMOHONANAN IZIN USAHA MIKRO KECIL
NOMOR :

1 Identitas pelaku usaha
a. Nama
b. No KTP
c. KTP sesuai dengan

lokasi usaha ¢ 1XYa 2. Tidak

d. Alamat domisili pelaku usaha
e. Nomor telepon
f. NPWP

2 Identitas Usaha
a. Alamat lokasi usaha
b. Badan Hukum

...............................................

...............................................

...............................................
...............................................

...............................................

...............................................

1. Tidak berbadan hukum
2. PT/CV

3. Perusahaan perseorangan
4. Koperasi

c. Jenis tempat usaha 1. Lokasi khusus UMK
2. Tempat tinggal
3. Pasar tradisional
4. Pasar modern

5. Berkeliling

1. Pertanian

2. Industri

3. Perdagangan

4, Jasa

d. Bidang Usaha

e. Nilai modal usaha tanah

& bangunan R sy s e R R
f. Nilai modal usaha selain

tanah dan bangunan e

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro
Kecil (IUMK)

Magelang, ....coovvveeveniannnnnn.

Pemohon,

IYANTONO
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LAMPIRAN 11
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : 5 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 1ZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA
MAGELANG

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

Nomor Telepon

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama perusahaan/usaha

Alamat perusahaan/usaha

Nomor telepon perusahaan

Jenis usaha/sifat usaha

Kapasitas produksi

Perizinan yang dimiliki

Keperluan

Besarnya modal : Rp.

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1.

0,

Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik

dengan tetangga sekitar.

Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan usaha.
Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan
yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya
oleh pejabat yang berwenang.

Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan
di sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan,

Apabila Kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai
angka 5 di atas, Kami bersedia bertanggung jawab/menerima sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Keterangan :
a. Dampak lingkungan yang terjadi :
1. Sampah dari kegiatan usaha.
2.dst.
b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan :
1. Menyediakan tong sampah terpilah 4 jenis ( organik, kertas, plastik,
kaca/logam)
2. Menyediakan pot tanaman penghijauan.
3. Penerangan di malam hari ketika tempat usaha tutup.
4.dst.
SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha
dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan

baku dan /atau bahan penolong.

Magelang,smmisaannsses
Yang Menyatakan,

Materai 6000

Pj. WALWOTA MAGELANG,

wh «

RUD RIYANTONO
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LAMPIRAN 111
pERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR : g TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA
MAGELANG

KOP KECAMATAN

SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor: [UMK/ / /

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 222); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Keputusan Walikota
Magelang Nomor 138/180/112 Tahun 2015 Tentang Rincian Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan Kepada Camat, bersama

ini menyatakan dan memberi izin kepada :

Nama
Nomor KTP
Alamat

NomorTelepon

Untuk menjalankan usaha tersebut diatas di lokasi sebagaimana tertera dalam

[UMK ini dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Nama Perusahaan
Bentuk Perusahaan
NPWP

Kegiatan Usaha

Sarana Usaha

Alamat Usaha

Jumlah Modal Usaha :

No. Pendaftaran
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FOTO
4X6

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal

Camat Magelang ...............

....................................
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